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ABSTRAK  

 

PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP TENTANG PERJUDIAN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

Oleh:  

KURNIAWAN ADI SASONO 

NPM. 1502090023 

 

 

Pembahasan skripsi ini mengenai penegakan hukum pasal 303Bis kuhp 

tentang perjudian dalam perspektif hukum islam. Yang dimaksud dalam skripsi 

ini adalah upaya untuk mencermati petunjuk Alquran tentang judi, Di dalam 

Alquran Allah SWT menjelaskan bahwasanya maisir merupakan suatu perbuatan 

dosa besar. Akan tetapi Allah tidak menjelaskan secara gambling tentang 

pemahaman maisir. Di mana pada maisir itu banyak dampaknya bagi kehidupan 

manusia. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini penulis 

merumuskan pokok masalah yang akan dikaji, dalam pengkajiannya penulis 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif. 

Selanjutnya tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

dokumenter. Kemudian semua data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

content analysis. 

Berdasarkan hasil penelitian bawa dampak dari penerapan sanksi pasal 

303Bis, masih belum terasa bagi pelaku kejahatan perjuidan yang di jera 

menggunakan pasal 303Bis, buktinya masih banyak para pelaku yang tidak jera 

dengan sanksi tersebut, selain itu juga penerapan pasal 303Bis belum bisa efektif 

di dalam menjerat pelaku kehatan perjudian, di balik itu juga masih banyak 

penegak-penegak hukum yang menyalah gunakan pasal 303Bis karena sanksi di 

dalam pasal ini lebih ringan di bandingkan dengan pasal 303 murni. 

Jika ditinjau dalam prespektif hukum islam penerapan pasal 303Bis belum 

efektif  di dalam menjerat tersangka kasus perjudian. Karena pasal 303Bis sering 

di salah gunakan oleh para penegak hukum di dalam menjerat tersangka perjudian 

karena hukumanya yang ringan. Hal ini berbeda dengan sanksi perjudian di dalam 

islam, jika di dalam islam sanksi perjudian di namakan dengan ta‟zir, penerapan 

sanksi ini merupakan wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan 

yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.  

 

Kata Kunci:  Penegakan Hukum Judi dalam KUHP dan Islam, Dampak 

Penerapan Pasal 303Bis. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOTTO  

 

 

                         

        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 

adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Al-Maidah: 90)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia dalam kehidupan ini, diaturoleh sebuah norma-norma atau 

peraturan-peraturan hukum.Adanya norma dan peraturan-peraturan hukum 

tersebut bertujuan agar terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan damai 

dalam bermasyarakat, salah satu aturan hukum yang dikenal khususnya di 

Indonesia adalah hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Di dalam 

duaaturan hukum tersebut, banyak aturan-aturan yang harusdilaksanakan dan 

aturan-aturan yang dilarang untuk dikerjakan oleh manusia sebagai objek 

hukum.Salah satu aturan hukum yang harus dijauhi adalah tindak pidana 

perjudian. 

 Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-

tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, masalah perjudian 

merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial yang sanagat sulit untuk di 

hilangkan di dalam kehidupan di dalam masyarakat hingga sampai sekarang 

ini. 

 Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum
2
, yang dalam hal ini mengatur segala aspek kehidupan di 

masyarakat Indonesia. Dalam Negara hukum, hukum di jadikan sebagai dasar 

                                                 
 

2
 Pasal 1 Ayat(3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



 

 

di dalam sarana kontrol sosial di dalam masyarakat, sehingga hukum ada 

untuk menjaga masyarakat agar tetap dalam pola tingkah laku dan tetap berada 

dalam aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di 

Indonesia.  

 Perjudian pada dasarnya merupakan salah satu perbuatan yang sangat 

bertentangan dengan  Norma hukum maupun Norma agama. Secara umum 

perjudian merupakan salah perbuatan dimana pemain bertaruh untuk memilih 

salah satu di antara beberapa pilihan lainya yang diamana hanya satu saja 

pilihan yang benar. Peraturan taruhan di lakukan sebelum pertandingan di 

mulai. 

 Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat di pungkiri ditemukan di 

dalam masyarakat. Seiring dengan berkembngnya zaman, perjudian dapat 

dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk, berjudi secara 

umum di pandang sebagai sebuah kejahatan, hal ini di atur di dalam UU No.7 

tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang sekarang telah di ubah menjadi 

ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 303 KUHP kemudian diperkuat 

dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 

1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar 

melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. 

Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk 

melarang kegiatan perjudian.  

 Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat 

bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di 



 

 

dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya “Hai orang-orang yang 

beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan”.
3

Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran 

mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali 

dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. 

 Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut saat ini semakin 

merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk 

perjudian pun beranekaragam, mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai 

dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena 

hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka 

kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk 

perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian 

dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti dan togel, 

sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon 

genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-

kegiatan olahraga seperti piala dunia (worldcup), liga Indonesia, bahkan liga 

antar kampung, tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan 

perjudian.  

 Penegakan hukum kasus pidana perjudian, ada dua pasal yang di pakai 

yaitu yang pertama di dalam pasal 303 KUHP atau yang sering di sebut juga 

                                                 
 

3
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dengan KUHP murni, di dalam pasal ini hukuman yang di berikan untuk 

seorang pemain judi adalah 10 tahun penjara. Yang kedua, pasal yang di 

gunakan adalah pasal 303 Bis, dimana di dalam pasal ini hukuman pidana bagi 

orang yang melakukan perjudian adalah 4 tahun penjara. 

 Pada praktiknya di lapangan banyak sekali kasus perjudian yang awalnya 

diberikan sanksi hukum dengan hukuman pidana berdasarkan pada pasal 303 

KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, namun pada saat 

jalanya perkara tersebut berubah menjadi pasal 303 Bis yang sanksinya lebih 

rendah yaitu 4 tahun penjara, hal ini berdasarkan dengan kasus-kasus 

perjudian yang salah satu contohnya yaitu perjudian yang di lakukan di hotel 

sultan, yang isinya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan 

mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan 

mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung 

berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.
4
 

 Dalam arti lain pada awalnya tersangka di jatuhi hukuman berdasarkan 

berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun 

penjara, dan pasal 303 Bis yang sanksinya yaitu 4 tahun penjara. 

 Diringankanya sebuah sanksi terebut apakahdapat membuat efek jera bagi 

tersangka, dan apakah sebaliknya dengan di ringankan sanksi tersebut justru 

akan membuat tersangka mengulangi perbuatanya kembali, yaitu bermain judi 

yang sudah sangat jelas bahwa agama dan Negara melarang perbuatan 

tersebut. 

                                                 
 

4
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 Keadaan yang demikian ini menjadikan dilema sosial yang harus dihadapi 

dan dihentikan. Karena pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan 

hukum agama, dan hukum positif di Indonesia, serta membahayakan bagi 

penghidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 Berdasarkan uraian di atas mendorong rasa ingin tahu penulis untuk 

mengetahui lebih banyak tentang dampak dan hikmahpenegakan hukum 

tentang perjudian. sehingga penulis mengangkat judul “Penegakan Hukum 

Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif  Hukum Islam” 

B. Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah yang di angkat oleh 

penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 Bagaimanakah Tujuan Dan Hikmah Penegakan Hukum Pasal 303 Bis 

KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 Adapaun tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis 

adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pandangan Hukum islam terhadap dampak dan 

hikmah penegakan hukum pasal 303 Bis KUHP tentang perjudian. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil Teoritis 

 Hasil penelitian skripsi ini secara teoretis diharapkan dapat 

memberikan ide serta dapat memberikan pemikiran-pemikiran 



 

 

barudalam memperkayakeilmuan mengenai konsep hukum pidana 

perjudian khususnya di Indoneisa, terutama tentang bagaimana hukum 

pidana yang di gunakan, baik hukum pidana positif maupun di dalam 

hukum pidana Islam. 

b. Secara Praktis 

 Adapun yang dimaksud manfaat secara praktis adalah memperoleh 

informasi empirik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

sehingga dapat menjadi acuan akan hal-hal yang akan dilakukan. Maka 

melalui penulisan ini secara praktis diharapkan dapat menjadi dasar 

dan rujukan khususnya bagi masyarakat Indonesia agara megetahui 

bagaimana hukum tindak pidana yang sesuai dengan KUHP atau 

sering di sebut dengan hukum pidana positif dan bagaimana hukum 

tindak pidana islam, berkaitan dengan unsur-unsurnya dan ancaman 

pidananya. 

D. Penelitian yang relevan 

 Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian 

terdahulu (prior research) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan di 

kaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan di angkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, 

dalam kajian ini, peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait 

dengan pembahasan peneliti. 

 Karya tulis ilmiah yang dapat peneliti temukan di antaranya berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online” Muh Rahmat Hakim 



 

 

Sopalatu (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017) 

penelitian ini membahas bagaimana Penanggulangan dan pencegahantindak 

pidana perjudian online dalam hukumpositif di Indonesia agar menimbulkan 

efek jerah, diatur dalam pasal Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat 

(1), yang berbunyi: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan 

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyakRp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
5
. 

 “Persfektif Hukum Islam TerhadapsistemJackpotPadaKolam 

Pemancingan(Studi KasusDi Desa Kegeringan, Kecamatan Batu 

BrakKabupaten Lampung Barat)” Redho Firdaus (Skripsi Fakultas 

Syari‟ahUniversitas Islam Negeri Raden IntanLampung 2018) penelitian ini 

membahasAkadpada pemancingan sistem jackpot di Desa 

KegeringanKecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 

mengandungunsur judi. Sebab,bagi pemancing yang berhasil memperoleh 

ikanhasil pancingan terbanyak akan memeperoleh uang dari 

pemancingyanglain ( yang kalah ), dengan perhitungan jumlah ikan 

yangdiperolehdi kali Rp50.000/ekor.Setiap pemancing yang kalah dikenakan 

ketentuan yang sama
6
. 

 “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”, 

                                                 
 

5
Muh Rahmat Hakim Sopalatu, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”, 

(skripsi Tahun 2017).  

 
6

Redho Firdaus, “Persfektif Hukum Islam Terhadap sistem Jackpot Pada Kolam 

Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat)”, (skripsi tahun 2018). 



 

 

Uswatun Khasanah, (skripsi fakultas syari‟ah dan hukum universitas islam 

negeri walisongo semarang 2016) skripsi ini membahas Sanksi perjudian 

dalamQanunProvinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 

TentangMaisir, karena dalam hal ini Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

yang sudah memnngunakan hukum islam secara keseluruan, yang hukumanya 

antara lain:Setiap orang yang melakukan perbuatanmaisir, diancam dengan 

„uqubatcambuk di depan umum paling banyak 12 kali danpaling 

sedikit6kali.Setiap orang atau badan hukum atau badanusaha non instansi 

Pemerintah yangmenyelenggarakan danmemberikan fasilitas kepada orang 

yang akanmelakukanperbuatanmaisirdiancam dengan „uqubatatau denda 

paling banyak Rp 35.000.000.(tiga puluh Lima juta rupiah), paling sedikit 

Rp15.000.000.(Lima belas juta rupiah)
7
. 

 Dengan demikian dapat di ketahui bahwa karya ilmiah yang peneliti 

lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah di teliti 

sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). 

Terkait dengan penelitian ini, bahwa library research yang dimaksud 

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka 

yang didalamnya membahas tentang bagaimana dampak dan hikmah 

                                                 
 

7
 “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir”, Uswatun Khasanah, (skripsi 

2016). 



 

 

penegakan hukum pasal 303 Bis tentang perjudian yang di tinjau dari 

hukum islam. 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang mengungkap mengenai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana 

adanya.
8
Deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang 

digunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana dampak dan hikmah 

penegakan hukum pasal 303 Bis tentang perjudian yang di tinjau dari 

hukum islam. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sumberdata 

dokumentasi. Dengan demikian, dokumen atau catatanlah yang menjadi 

sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.
9
 

Berdasarkan sumber data tersebut kemudian dalam proses 

pengumpulannya dibagi kedalam dua kelompok yaitu: 

a) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan 

penjelasan mengenai sumber bahan primer. Maka yang menjadi 

sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait 
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dengan pembahsan judi di antaranya, buku tindak pidana mengenai 

kesopanan, dasar-dasar hukum pidana, hukum pidana islam, 

perbandingan sistem hukum pidana, fiqih jinayah, pokok-pokok 

hukum islam, ensiklopedi fiqih praktis menurut al-quran dan as-

sunnah, dan buku-buku lainya yang berkaitan dengan judi. 

b) Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. 

Bahan pelengkap ini berupa kamus, ensiklopedia, buku-buku 

mengenai metodologi penelitian dan internet. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan adalah studi dokumenter, yaitu dengan 

cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil/hukum-hukum dan lain-lain.
10

 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul 

data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara 

logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang 

diterima baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.
11

 

 

4. Teknik Analisis Data 
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Teknis analisa data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan 

yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari 

peneliti.
12

Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah content 

analysis, yang merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan dari sumber komunikasi yang dipilih.
13

 

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 

ini lebih ditekankan kepada proses penyimpulan deduktif. Hal ini 

dilakukan dengan mengamati terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 

Pendekatan kualitatif secara deduktif  akan menghasilkan suatu 

jawaban yang lebih argumentatif apabila pada proses usaha menjawab 

pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara-cara berfikir formal dan 

argumentatif.
14
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Definisi Judi 

Judi atau Al-maisir berasal dari bahasa arab yasaraatau yusr adalah 

mudah; atau yasar adalah kekayaan. Jadi judi atau Al-maisir adalah suatu 

bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan dan orang yang 

menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut. 

Kamus Hukum juga mendefinisikan Judi adalah permainan dengan 

memakai uangsebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainnya. Judi 

dapat juga bermaknamempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam 

permainan tebakan berdasarkankebetulan, dengan tujuan mendapatkan 

sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta 

semula.
15

 

Kata judi dalam bahasaIndonesia memilki arti “permainan 

denganmemakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main 

dadu, kartu).Sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta 

di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan 
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sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta 

semula. Sedang pejudi adalah orang yang suka berjudi.
16

 

Menurut Ibrahim Anis, dalam Al-mu‟jam Al-Wasith, judi adalah setiap 

permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang 

di ambil dari salah satu pihak yang kalah yang kemudian di berikan kepada 

pihak yang menang tersebut.Menurut Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya 

Rawa‟I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam, judi adalah tiap permainan yang 

menimbulkan keuntungan (ribh) bagi satu pihak dan kerugian (khasanah) bagi 

pihak lainya.Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalam hal halal dan haram 

mengungkapkan, bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang mengandung 

untung dan rugi bagi pelakunya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas saling melengkapi antara satu 

dengan yang lain, sehingga dapat di simpulkan sebuah definisi judi secara 

menyeluruh yaitu: Judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya 

mengandung unsur-unsur taruhan (harta atau materi) dan pihak yang menang 

mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah.  

Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut hukum agama 

Islam adalah:  

1. adanya harta yang dipertaruhkan. 

2. adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang 

menangdan pihak yang kalah. 
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3. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari 

pihak yangkalah (kehilangan hartanya).
17

 

 

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah: Permainan dimana pada 

umumnyakemungkinan mendapat untung bergantung padaperuntungan 

belaka, dan juga karenapemainannya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk 

segala pertaruhan tentangkepetusan perlombaan atau permainan lain-lainnya 

yang tidak diadakan antaramereka yang turut berlomba atau bermain, begitu 

juga segala segala pertaruhan yanglainnya. 

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) di atas sebenarnya ada dua 

pengertianperjudian, yakni sebagai berikut: 
18

 

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung 

padaperuntungan belaka. Pada macam perjudianini, menang atau kalah 

dalam artimendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada 

keberuntungan saja, atau secara kebetulan. Misalnya dalam permainan judi 

dalam menggunakanalat dadu. 

2. Permainan yang kemungkinan mendapatuntung atau kemenangan sedikit 

ataubanyak bergantung pada kemahiran atauketerlatihan si pembuat. 

Misalnyamelempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, 

atau domino. 
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Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam 

pertaruhan, yaitu:  

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang 

tidakdiadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya 

dua orangbertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua 

kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan 

sebagaipemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya. 

2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan, maka segala 

bentukpertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal mana 

pun adalahtermasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk 

mendapatkanhadiah yang ditayangkan pada tlevisi termasuk juga 

pengertian perjudianmenurut Pasal ini. Tetapi perminan kuis itu tidak 

termasuk permainan judiyang dilarang, apabila terlebih dulu telah 

mendapat izin dari instansi ataupejabat terkait. 

B. Delik Pidana Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian 

1. Pengertian Delik Pidana 

Mendefinisikandelik pidanaharus dimaknai sesuai dengan sudut 

pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum terdapat 

dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebutdengan ius poenale dan 

ius puniend. Ius poenale merupakan pengertianhukum pidana objektif. 

hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezgeradalah "aturan-aturan 

hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentuyang memenuhi 

syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. 



 

 

Padabagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif 

sebagai “Semua tindakan-tindakankeharusan (gebod) dan larangan 

(verbod) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya, yang 

kepada pelanggar ketentuan tersebutdiancam derita khusus, yaitu pidana, 

demikian juga peraturan-peraturan yangmenentukan syarat bagi akibat 

hukum tersebut.Selain itu Pompe merumuskan hukumpidana objektif 

sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadaptindakan apa yang 

seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananyayang 

bersesuainya.
19

 

Sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan 

pandangan pakarhukum pidana Indonesia tentang apa yang dimaksud 

dengan hukum pidana (objektif). Moeljatno memberikan makna hukum 

pidana sebagai bagian daripadakeseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara, yang mengadakan dasar-dasardan aturan-aturan untuk:
20

 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana 

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telahmelanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

pidanasebagaimana yang telah diancamkan. 
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c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 

dapatdilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangantersebut. 

 

 

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana 

bermakna jamak yang meliputi: 
21

 

a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya 

telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang 

berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkanoleh 

setiap orang; 

b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alatapa 

dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturanitu; 

dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi. 

c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 

peraturanperaturanitu pada waktu dan wilayah negara tertentu. 

Sementara itu ius puniendi, atau pengertian hukum pidana subjektif 

menurutSudarto memiliki dua pengertian yaitu: 
22

 

a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara / alat-alat 

perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana 

terhadap suatu perbuatan. 
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b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-

perkarapidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang 

yangmelakukan tindak pidana. 

 

 

 

2. Delik Pidana Pasal 303 Dan Pasal 303Bis KUHP   

Pada pasal 303 KUHP yang dimaksud perjudian yaitu, 
23

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 

denda 

paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 

 mendapat izin:  

a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 

b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 

sesuatu tata-cara; 

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 
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(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan 

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 

pencarian itu. 

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih 

mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 

perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara 

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 

pertaruhan lainnya. 

Pasal 303 Bis 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak sepuluh juta rupiah:  

a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan 

dengan melanggar ketentuan 

b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir 

jalan umum atau di tempat yangdapat dikunjungi umum, kecuali 

kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi 

izin untuk mengadakan perjudian itu. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 

pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, 

dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak lima belas juta rupiah. 



 

 

c. Kontruksi Delik Pidana Perjudian 

a. UU No 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian  

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap 

ke sopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai 

suatu  sanksi pidana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, 

Mahasiswa, dan umum, yang  dimaksud dengan “judi” adalah
24

: 

“Permainan dengan menjadikan uang atau barang sebagai barang 

taruhan” 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang 

Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari 

perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 

berbunyi: “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap 

permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya 

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih 

terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk 

juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau 

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”
25

 

b. Jenis-jenis Delik Pidana Pasal 303 dan pasal 303Bis KUHP 

Secara garis besar jenis-jenis delik pidana pasal 303 perjudian 

dibagai menjadi (2) dua macam, yaitu:  
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1) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana apabila 

pelaksananya telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak 

yang berwenang, seperti:  

2) Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial 

berhadiah. 

Jenis perjudian di atas bukanlah merupakan kejahatan karena 

perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan 

adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini 

berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang 

Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkanundian yang 

diadakan itu ialah oleh:  

1) Negara; 

2) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau 

oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di 

dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan 

sosial,  

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 

1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) 

tiga jenis, yaitu
26

:  

1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:  

a) Roulette; 

b) Black Jack; 
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c) Baccarat; 

d) Creps; 

e) Keno; 

f) Tombola; 

g) Super Ping-Pong; 

h) Lotto Fair; 

i) Satan; 

j) Paykyu; 

k) Slot Machine; 

l) Ji Si Kie; 

m) Big Six Wheel; 

n) Chuca Luck; 

o) Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang 

berputar; 

p) Pachinko; 

q) Poker; 

r) Twenty One; 

s) HwaHwe; 

t) Kiu-kiu 

2) Perjudian di Tempat Keramaian 

a) Lempar Gelang; 

b) Lempar Uang; 

c) Kim; 



 

 

d) Pancingan; 

e) Menembak sasaran yang tidak berputar; 

f) Lempar bola; 

g) Adu ayam; 

h) Adu sapi; 

i) Adu kerbau; 

j) Adu kambing; 

k) Pacuan kuda; 

l) Pacuan anjing; 

m) Mayong; 

n) Erek-erek. 

3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain 

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan; 

a) Adu ayam; 

b) Adu sapi; 

c) Adu kerbau; 

d) Pacu kuda; 

e) Karapan sapi; 

f) Adu domba/kambing. 

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam 

pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, apabila 

kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, 

dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. 



 

 

3) Unsur-Unsur Delik Pidana Pasal 303dan Pasal 303Bis KUHP 

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana 

perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh 

karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam 

masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat 

berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat. 

1) DalamPasal303 KUHP disebutkan:  

a) Denganhukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun 

ataudenda sebanyak-banyaknya dua puluhlima juta rupiah, 

dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:  

b) dengan sengaja menawarkan atau 

memberikankesempatanuntuk permainan judi dan 

menjadikannyasebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja 

turutserta dalam suatu perusahaan untuk itu; 

c) dengan sengaja menawarkanatau 

memberkankesempatankepada khalayak umum untuk bermai 

judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan 

untukitu, dengan tidak mempedulikan apakah 

untukmenggunakan kesempatan itu dengan adanya suatusyarat 

atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun; 

d) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai 

matapencaharian. 



 

 

e) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, 

dapat ia dipecat dari jabatannya itu. 

f) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, 

yangmendasarkan pengharapan buat menang pada 

umumnyabergantung kepada untung-untungan saja, dan juga 

kalaupengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran 

dankebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi 

ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan 

lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba 

ataubermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya. 

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP tersebut, ada 5 (lima) 

macam kejahatanmengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat 

dalam ayat (1)
27

:  

a) butir 1 ada dua macam kejahatan; 

b) butir 2 ada dua macam kejahatan; dan 

c) butir 3 ada satu macam kejahatan. 

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan 

pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan 

judi yang di maksudkan oleh ayat (1). 

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas 

mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat 

sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam 
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kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada unsur tanpa izin, 

atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak 

memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak 

lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak 

dapat di pidana. Mengapa di masukanya unsur tanpa izin ini oeleh 

pembentuk undang-undang, sebab di dalam hal perjudian 

terkandung suatau maksud agar pemerintah atau pejabat dapat 

melakukan pengawasan tentang permainan judi. 

a) Kejahatan Pertama 

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: 

kejahatan yang “melarangorang yang tidak berhak (tanpa izin) 

dengan sengajamenawarkan atau memberikan kesempatan 

untuk permainan judi danmenjadikannya sebagai mata 

pencaharian”. Dengan demikian jeniskejahatan ini terdiri dari 

unsur-unsur yaitu:  

Unsur-unsur Objektif:  

(1) Perbuatannya:  

(a) menawarkan kesempatan; 

(b) memberikan kesempatan. 

(2) Objek: untuk bermain judi tanpa izin 

(3) Dijadikannya sebagai mata pencaharian. 

Unsur Subjektif:  

(4) Dengan sengaja 



 

 

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain 

judi. Disini tidakada larangan main judi, tetapi perbuatan yang 

dilarang adalah (1)menawarkan kesempatan bermain judi, dan 

(2) memberikan kesempatanbermain judi. Dengan kata lain, 

dapat dikatakan bahwaketentuan iniditujukan bagi para bandar 

judi. Sementara itu, orang yang bermain judidapat dipidana 

berdasarkan kejahatan yang dirumuskan padaPasal303bis yang 

akan dibahas kemudian. 

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si 

pembuat melakukan pebuatan dengan cara apapun untuk 

mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi 

dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu.  

Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah si 

pembuat menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan 

menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi di sini 

telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau 

menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang bermain 

judi. 

Perbuatan mewarkan kesempatan bermain judi atau 

memberikan memberi kesempatan bermain judi haruslah di 

jaikan sebgai mata pencaharian, artinya perbuatan itu di 

lakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari 

perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang di 



 

 

jadikanya sebagai pendapatan kehidupanya. Perbuatan itu baru 

bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin 

terlebih dahulu dari instansi atau pejabat yang berwenang. 

Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur 

kesengajaan. Artinya si pembuat memang menghendaki untuk 

melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan 

memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pembuat sadar 

bahwa yang di tawarkan atau yang di beri kesempatan itu 

adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan di sadarinya 

bahwa perbuatan itu di jadikan sebagai mata pencaharian, 

artinya dia sadar bahwa dari perbuatanya itu mendapatkan uang 

untuk biaya hidupnya. 

b) Kejahatan Kedua 

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1 adalah 

“melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta 

dalam suatu kegiatan usaha permainan judi”. Dengan demikian 

unsur-unsurnya yaitu:  

Unsur-unsurObjektif:  

(1) Perbuatannya: turut serta; 

(2) Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa 

izin; 

Unsur Subjektif:  

(3) Dengan sengaja  



 

 

 Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalahturut 

serta(deelnemen). 

Artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam 

usahapermainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. 

Apabiladihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang 

ditentukan dalamPasal55 danPasal56 KUHP, pengertian turut 

serta menurutPasal303ini adalah lebih luas daripada sekedar 

turut serta pada bentuk orangyang turut melakukan 

(medepleger). Pengertian dari perbuatan turut sertaatau 

penyertaan (deelnemen)disini adalah selain orang yang 

melakukanperbuatan seperti orang yang turut serta 

(medepleger) menurutPasal55KUHP, juga termasuk orang 

yang membantu melakukan (medeplichtig)dalamPasal56 

KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruhmelakukan 

(doen pleger)atau orang yang membujuk melakukan(uitlokker), 

karenakedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat 

secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan terlarang 

itu.
28

 

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam 

kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan 

pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan 

kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain 
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untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang 

atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha 

permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu 

dan tempat pada orang- orang untuk bermain judi, yang dari 

kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. 

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan 

kedua initerdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus 

ditujukan pada unsurperbuatan turut serta dalam kegiatan atau 

usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk 

melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturut 

sertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi. 

c) Kejahatan Ketiga 

Kejahatan bentuk ketiga ialah “melarang orang yang 

tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi 

kesempatan kapada khalayak umum untuk bermain judi” 

dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:  

Unsur-unsur Objektif:  

(1) Perbuatan:  (a) menawarkan; 

(b) memberi kesempatan; 

(2) Objek: kepada khalayak umum 

(3) Untuk bermain judi tanpa izin 

Unsur Subjektif:  

(4) Dengan sengaja 



 

 

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan 

kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur tingkah 

laku, yakni perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan 

memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaanya adalah 

sebagai berikut
29

:  

(1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau 

memberikankesempatan tidak disebutkan kepada siapa 

ditujukan, bisa kepadaseseorang atau beberapa orang. 

Sedangkan kepada khlayakumum, tidak berlaku kejahatan 

bentuk ketiga ini jika hanyaditujukan pada sesorang atau 

beberapa orang saja. 

(2) Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa 

keduaperbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, 

sedangkanpada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur mata 

pencaharian. 

 Khalayak umum artinya kepada siapa pun, tidak di 

tunjukan pada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa 

pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain 

judi 

Pada bentuk ketiga, terpdapat pula unsur kesengajaan, 

yangharus ditunjukan pada:  
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(1) Melakukan perbuatan mewarkan kesempatan dan perbuatan 

memberi kesempatan; 

(2) Khalayak umum; 

(3) Bermainjudi . 

Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan 

kedua perbuatan itu, dan ia sadar bahwa perbuatan yang 

dilakukanya di depan khalayak umum adalah untuk bermain 

judi. 

d) Kejahatan Keempat  

Kejahatan keempat dalam Pasal303 ayat (1) KUHP 

adalah “larangandengan sengaja turut serta dalam menjalankan 

kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut:  

Unsur-unsur Objektif:  

(1) Perbuatannya: turut serta; 

(2) Objeknya: dalam usaha permainan judi tanpa izin; 

Unsur Subjektif 

(3) Dengan sengaja 

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk 

kedua, perbedaanya adalah terletak pada unsur turut sertanya. 

Pada bentukkedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan 

usaha perjudiansebagai matapencaharian, sedangkan dalam 

bentuk keempat ini, unsurturut sertanya ditujukan bukan untuk 



 

 

mata pencaharian. Kegiatan usahaperjudian disini adalah 

kegiatan dalam melakukan perbuatanmenawarkan kesempatan 

dan perbuatan memberikan kesempatanbermain judi kepada 

khalayak umum . 

e) Kejahatan Kelima  

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang 

orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan 

judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan 

demikian unsur-unsurnya sebagai berikut
30

:  

(1) Perbuatannya: turut serta 

(2) Objek: dalam permainan judi tanpa izin 

(3) Sebagai mata pencaharian. 

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan 

kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini 

tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. 

Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan 

bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat 

dalam bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan 

bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan 

usaha perjudian yang orang ini tidak ikut dalam bermain judi.  

2) Dalam Pasal 303 Bis KUHP 
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Dalam Pasal 303 Bis KUHPmengenai perjudian dijelaskan 

sebagai berikut:  

a) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau 

pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah:  

(1) Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi; 

(2) Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum 

atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika 

untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh 

penguasa yang berwenang. 

b) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun 

sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena 

salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana 

penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima 

belas juta rupiah. 

Mengenai kejahatan perjudian di muat dalam ayat (1), 

sedangkan pada ayat (2) penaggulanganya yang merupakan 

dasar pembertan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua 

bentuk sebagimana yang telah di rumuskan pada butir 1 dan 2 

yaitu:  

(1) Melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan 

kesempatan yang di adakan dengan melanggar Pasal 303 



 

 

(2) Melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di 

pinggir jalan umum, atau di tempat lainya yang dapat di 

kunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal 

untuk mengadakan perjudian itu. 

Pada Pasal 303 Bis KUHPjuga dijelaskan bentuk-bentuk 

perjudian sebagai berikut: 

a) Bentuk Pertama  

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut
31

. 

(1) Perbuatanya: bermain judi; 

(2) Dengan menggunakan kesempatan yang di adakan dengan 

melanggar pasal 303. 

Dalam pasal 303 ada dua bentuk kejahatan yang 

perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan 

memberikan kesempatan, yaitu; 

(1) Perbuatan menawarkan kesempatan dengan memberikan 

kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencharian. 

(2) Perbuatan menawarkan kesempatan dengan memberikan 

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.   

Dengan telah di lakukanya dua kejahatan di atas 

terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. 

Oleh karena itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan 
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itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 

303 bis yang pertama ini. Kejahatan Pasal 303 bis tidak berdiri 

sendiri, melainkan dengan terwujudnya kejahatan Pasal 303 

bis. Tanpa kejadian pasal 303, kejahatan pasal 303 bis tidak 

mungkin akan terjadi.  

Kejahatan membeeri kesempatan seperti Pasal 303 di 

atas, bisa di lakukan oleh satu orang saja, karena sii pembuat 

bukanlah orang yang bermain judi .akan tetapi, pada kejahatan 

menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat di lakukan seorang saja, 

karena perbuatan bermain tidak mungkin terjadi tanpa hadirnya 

minimal dua orang.  

b) Bentuk Kedua 

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai 

berikut
32

:  

(1) Perbuatan: ikut serta bermain judi; 

(2) Tempatnya:  (a)jalan umum; 

(b)pinggir jalan; 

  (c)tempat yang dapat dikunjungi umum. 

(3) Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang. 

Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk ke 

empat Pasal 303, perbuatan ikut serta dalm menjalankan usaha 

mewarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, 
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yang artinya dia tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk 

kedua Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi 

adalah si pembuat sendiri. Pengertian perbuatan turut serta 

disini terdapat dalam pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, dimana 

dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 

memenuhi semua unsur tindak pidana. Ukuranya dalah tanpa 

dua orang yang sama-sama unsurnya memenuhi tindak pidana 

tidaklah mungkin tindak pidana itu dapat terwujud secara 

sempurna.  

Dalam kejahatan bentuk pertama tidaklah di sebutkan 

adanya unsur tanpa mendapatakan izin, karena menurut pasal 

303 perbuatan menwarkan kesempatan bermain judi itu sendiri 

memang harus tanpa izin, sudah pasti orang yang 

menggunakan kesempatan yang di adakan menurut pasal 303, 

juga dengan sendirinya sudah tanpa mendapatakn izin. Sebab 

jika tidak di tambahkan unsur demikian, setiap bentuk 

perjudian akan di jatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan 

konsep perjudian menurut (KUHP), sebab permainan judi 

hanya mnjadi larangan apabila tanpa izin. Sifat melawan 

hukum permainan judi terletak pada tanpa mendapatakan izin.  

Memang konsep mengenai judi perjudian menurut 

KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup 

di dalam masyarakat kita yang kuat di pengaruhi oleh norma-



 

 

norma agama, dimana dalam hal perjudian itu di larang dalam 

segala bentuknya. Bahkan menurut agama, pejabat yang 

memberikan izin perjudian itu pun juga berdosa. Konsep 

perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang-orang 

belanda, dan bukan konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai 

yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Apabila kita 

memang mencintai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat 

kita sendiri, merupakan hal yang wajar jika konsep perjudian 

dari barat ini kita tinggalkan, sehingga dalam KUHP Nasional 

yang akan datang unsur tanpa izn itu tidak lagi dicantumkan. 

d. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana 

Pada literatur bahasa Inggris tujuan pidana biasa di singkat dengan 

tiga R dan satu D. Tiga R adalah Reformasi, Restraint, Restraint dan 

Deterrnce.
33

 

a. Reformasi  

Reformasi adalah memperbaiki atau merehabilitasi penjahat 

menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya. 

Masyarakat akan memperloleh keuntungan dan tiada seorang pun yang 

merugi jika penjahat tersebut menjadi baik. Reformasi perlu di gabung 

dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Selanjutnya kertitikan 

terhadap reformasi ialah ia tidak berhasil. Ketidakbrhasilanya nyata 

terbukti banyaknya revidisi setelah menjalani  pidana penjara. Yang 
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perlu di tingkatkan dalam sistem reformasi ini adalah latihan di penjara 

perlu di tingkatkan. 

 

b. Restraint 

Restraintadalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. 

Dengan terasingnya pelanggar hukum dari masyarakat berati 

masyarakat akan menjadi lebih aman. Dan bagi pelanggar hukum yang 

terasingkan akan mendapat suatu pelajaran sehingga tidak akan 

mengulangi perbuatanya tersebut. 

c. Retribution 

Retribution adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah 

melakukan kejahatan. Di zaman moderen seperti sekarang cara seperti 

ini sering di keritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai 

dengan manusia yang beradap. Namun bagi yang pro pembalasan ini 

menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat. Sifat perimitif 

hukum pidana memang sulit untuk di hilangkan, berbeda dengan 

bidang hukum yang lain. Teori tentang tujuan pidana memang semakin 

hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih 

rasional. 

d. Deterrence 

Deterrence adalah menjera atau mencegah sehingga baik 

terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi 



 

 

penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat 

pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa. 

 

 

C. Penegakan HukumIslam Tentang Judi    

1. Pengertian Judi dalam HukumIslam 

Al-maisir berasal dari bahasa arab yasara atau yusr adalah mudah; 

atau yasar adalah kekayaan. Jadi Al-maisir adalah suatu bentuk permainan 

yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan 

itu berhak mendapat taruhan tersebut. 

Menurut Qanun Hukum Jinayat, Maisir (perjudian) adalah 

perbuatan yang mengandung unsur taruhanatau unsur untung-untungan 

yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa 

pihakyang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentudari pihak 

yang kalah baik secara langsung atau tidaklangsung
34

. 

Judi dalam hukum Islam merupakan salah satu perbuatan yang 

sangat di haramkan oleh Allah SWT, dasar hukum di haramkanya 

perjudian terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Maidahayat 90:  

                      

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
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dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(QS Al-

Maidah:90)
35

 

 

Sebenarnya jika di fikir dengan menggunakan logika berjudi 

memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang 

berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnyambanyak. Memang 

banyak alasan logis di balik di larangan perjudian. Karena Allah SWT 

telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi inidi dalam 

surat Al-Maidah ayat 90–91 yang telah disebutkan di atas, Kemudian 

AllahSwt berfirman dalam Surat Al Maidah ayat 2: 

                    

                         

                  

               

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 

keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 

haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”.(QS Al-Maidah:2)
36
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Pengertian-pengertian di atas dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

mengetahui apakah yang di sebut dengan Maisir atau perjudian. 

Karenamaisir atau perjudian ini, adalah salah satu tindakan 

kriminal.Tindakan kriminal yang dimaksud ialah tindakan-tindakan 

melawan peraturanperundang-undangan yang bersumber dari Hukum 

Negara Kita sendiri yaitu melanggar pasal 303 KUHP tentang perjudian, 

Al-Quran dan Hadist. 

Dengan ikutnyaseseorang bermain judi maka ia juga ikut berperan 

aktif dalam meramaikan perjudian tersebut.Dan ada beberapa hal yang 

dapat dikatakan sebagai sebuah unsur-unsur judi menurut agama adalah 

yaitu:  

a. adanya harta yang dipertaruhkan. 

b. adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak 

yang menangdan pihak yang kalah. 

c. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari 

pihak yangkalah (kehilangan hartanya). 

2. Pengertian Hukum Islam 

 Dalam sistem hukum Islam, pidana di sebut dengan jinayah, yaitu 

nama bagi sesuatu yang di lakukan oleh seseorang yang menyangkut 

larangan yang di ancam dengan hukuman, secara etimologis jinayah 

adalah penamaan dari bentuk masdar (infintif)dari kata jana yang berati 

kejelekan yang menimpanya. Adapun secara terminologis, jinayah atau 

tindak pidana adalah suatu nama bagi perbuatan yang telah di haramkan 



 

 

oleh hukum pidana Islam, baik yang berkaitan dengan jiwa dan harta dan 

sebagainya, para ahli hukum mempersempit pengertian jinayah sebagai 

perbuatan yang di haramkan oleh hukum pidana Islam.
37

 

 Hukum pidana Islam disebut dengan fiqih jinayah, fiqih jinayah 

adalah segala kentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 

kriminal yang di lakukan oleh seorang mukallaf, adapun tindakan yang di 

maksud adalah mengaggu ketentraman umum serta tindakan melawan 

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. 

 Hukum pidana dalam sistem hukum Islamdibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: 
38

 

a. Tindak pidana hudud, meliputi:  

1) Tindak pidana zina; 

2) Murtad; 

3) Pemberontakan; 

4) Ganguan keamanan. 

b. Tindak pidana qisas-diyat, meliputi; 

a. Pembunuhan di sengaja; 

b. Pembunuhan semi sengaja; 

c. Pembunuhan tidak sengaja. 

c. Tindak pidana ta‟zir, yaitu suatu perbuatan pidana yang tidak ada di 

dalam nash, tetapi sangat merusak kemaslahatan. 

3. Unsur-UnsurHukumIslam 
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 Unsur adalah suatu tindakan untuk menentukan hukuman terhadap 

suatu tindak pidana dalam hukum Islam, yaitu: 
39

 

a. Yudiris normatif (unsur formal) yaitu didasari dengan adanya suatu 

dalil yang menentukan larangan terhadap prilaku atau ancaman dengan 

hukuman yang lazim disebut dengan asas legalitas. Dalam hukum 

Islam, asas ini disebut dengan ar-ruks asy-ayar’i.  

b. Materiil, yaitu sifat melawan hukum, . Artinya adanya tingkah laku 

atau perbuatn seseorang yang membentuk suatu jarimah tertentu, baik 

dengan suatu perbuatan maupun dengan tidak melakukan sesuatu. 

Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut sebagai ar-rukn al-madi.  

c. Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang 

secara moral dapat di pertanggung jawabkan. Artinya pelakunya dalah 

mukallaf  yaitu pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggung 

jawaban pidana terhadap jarimah yang telah di lakukanya. Dalam 

hukum pidana Islam asas ini disesebut sebagai ar-rukn al-adabi.   

4. SanksiPerjudian di dalam Hukum Islam 

Di dalam hukum pidana Islambelum ada suatu sanksi yang jelas di 

dalam membahas masalah perjudian, namun yang perlu kita ketahui bahwa 

Allah SWT sangat mengharamkan judi, karena sungguh judi merupakan 

suatu perbuatan yang keji. Setelah menjelaskan alasan diharamkanya 

berjudi, selanjutnya Allah SWT menguatkan pengharaman itu, perintah 
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supaya menghentikanperbutan keji ini diungkapkan denganuslub istifham 

(gaya bahasa bertanya). 

 Gaya bahasa ini sangat fasih. Seolah-olah dikatakan, “sunggah 

telah dibacakankepada kalian apa-apa yang terkandung pada keduangya 

berupa berbagai halyang memalingkan dan menghalang-halangi. Apakah 

dengan demikian kaliantidak akan menghentikan perbuatan kalian? Atau, 

kalian akan tetapmelakukannya, seolah kalian belum diperingatkan dan 

dilarang.” 

a. Sanksi Ta‟zir bagi pelaku perjudian 

Dalam hal ini sanksi bagi pelaku perjudian di dalam islam 

belum di ataur karena Allah SWT hanya menjelaskantentang di 

haramkanya perjudian tersebut di dalam Al-Quran dan tidak 

menjelaskan tentang sanksinya. Penerapan hukum ta‟zir merupakan 

wewenang seorang hakim sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat 

universal terhadap kaum muslimin.  

b. Wewenang Ta‟zir 

Wewenang ta‟zir tidak diberikan kepada selain imam kecuali 

pada tiga orang sebagai berikut:  

a. Ayah 

Seorang ayah boleh memberikan hukuman ta‟zir kepada 

anaknya yang masih kecil untuk mendidik dan mencegahnya dari 

akhlak tercela. Secara umum seorang ibu pun bertanggung jawab 



 

 

terhadap perkembangan anak-anaknya, seperti memerintahkan 

mengerjakan shalat dan memukulnya jika tidak mau. 

b. Majikan  

Seorang majikan boleh memberikan ta‟zir kepada budaknya 

demi hak pribadinya, terutama untuk menunaikan hak Allah.  

c. Suami  

Seorang suami boleh memberikan ta‟zir kepada istrinya 

yang melakukan nusyuz (durhaka), sebagaimana ditegaskan oleh 

Al-Qur‟an. Yang menjadi pertanyaan, apakah ia boleh memukul 

istrinya karena meninggalkan shalat dan sejenisnya? Yang jelas 

suami boleh memukul istri apabila peringatan tidak bisa 

membuatnya jera sebab demikian itu termausk untuk mencegah 

kemungkaran.  Suami termasuk orang yang diberi tanggung jawab 

untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, lisan, maupun 

hatinya.
40

 

Allah SWT telah menguatkan pengharman judi dengan berbagai 

penguatan:  

a. Allah SWT telah menjadikannya termasuk perbuatan seytan, karena 

berjudi telahmelahirkan berbagai tindak kejahatan, kezaliman, dan 

kemurkaan Allah. 

b. Allah SWT telah menjadikan penjauhan berjudi sebagai jalan 

memperolehkeberuntungan dan keselamatan. 
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c. Allah SWT telah menjadikan judi sebagai penyebab lahirnya 

permusuhan dankebencian, hal yang merupakan kerusakan duniawi 

terburuk dan banyakmelahirkan maksiat di dalam harta, kehormatan 

dan jiwa. 

d. Berjudi telah dijadikan sebagai penghalang dari mengingat allah 

danmelaksanakan sholat yang merupakan ruh, tiang dan perbekalan 

agama 

 Berhati-hatilah terhadap apa yang menimpa kalian jika kalian 

melanggarperintah Allah SWT dan rasulnya, yaitu berupa cobaan di dunia 

dan azab di akhirat.Sebab Allah tidak pernah mengharamkan kepada 

kalian, kecuali apa yangmengandung bahaya terhadap kalian di dunia dan 

di akhirat. 

5. Tujuan Pemberian SanksiDi Dalam Hukum Islam 

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman syariat islam 

adalah sebagai berikut.
41

 

a. Pencegahan 

Pencegahan adalah menahan seorang yang berbuat jarimah agar 

ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar dia tidak terus-

menerus melakukan jarimah tersebut. Di samping itu juga mencegah 

pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain 

pelalu agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia dapat 

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dapat 
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di kenakan terhadap orang lain juga yang melakukan perbuatan 

jarimah yang sama. 

Oleh karena itu tujuan hukuman adalah pencegahan maka 

besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu untuk mewujudkan 

tujuan tersebut tidak boleh kurang atau lebih harus sesuai dengan 

batasan-batasan yang diperlukan, dengan demikian terdapat perinsip 

keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian 

maka hukuman terutama hukuman ta‟zir, dapat berbeeda-beda sesuai 

dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup di 

beri peringatan, ada pula yang di beri cukup dengan beberapa 

cambukan, dan ada pula yang perlu di jilid dengan beberapa cambukan 

yang banyak, bahkan ada di antaranya ada yang perlu di masukan ke 

dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan 

lebih berat dari itu yaitu seperti hukuman mati. 

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama 

itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan 

tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan 

tenang, aman, tenteram, dan damai. 

b. Perbaikan Dan Pendidikan 

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik 

pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahanya. Dalam hal ini terlihat betapa perhatianya syariat islam 

terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini di harapkan akan 



 

 

timbul kesadaran dari diri pelaku bahwa ia menjahui jarimah bukan 

karena takut akan hukuman, melaikan karena kesadaran diri dan 

kebencianya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida 

Allah SWT. Kesadaran yang demikian itu tentu saja merupakan alat 

yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seorang 

sebelum melakukan jarimah, akan berfikir bahwa Tuhan pasti 

mengetahui perbuatanya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik 

perbuatan itu di ketahui oleh orang maupun tidak. Demikian juga jika 

ia ditangkap oleh penguasa negera kemudian di jatuhi hukuman di 

dunia, kemudian ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun 

pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman 

akhirat.    

c. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan jarimah tersebut di kemudian hari.
42

 

d. Kuratif (islah) bahwa ta‟zir harus mampu membawa perubahan 

terhadap prilaku terpidana agar menjadi lebih baik untuk di kemudian 

hari. 

D. Dampak Negatif Judi 

Dilarangnya perjudian dikarenakan banyak sekali dampak negatifnya. 

Dampak negatif judi antara lain sebagai berikut: 
43
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1. Secara ekonomis, maisir atau judi dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab 

jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru 

kekalahan. 

2. Secara psikologis sebagaimana kata Al-qur‟an, perjudian bisa 

menumbuhkan sikap penasaran dan permusushan, dan sikap ria, takabur, 

sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah 

dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri. 

3. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi 

kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga 

menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaranbahkan bisa 

mengarah kepada tindak criminal seperti pembunuhan dan sebagainya. 

E. Hikmah Dilarangnya Judi 

Judi merupakan salah satau perbuatan yang sangat di larang baik 

dalam hukum positif di Indonesia maupun di dalam hukum Islam, di balik di 

larangnya perjudian, terkandung hikmah yang tinggi sekali yaitu: 
44

 

1. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharaga yang harus di 

lindungi. Oleh karenanya, tidak boleh di ambilnya begitu saja, kecuali 

dengan cara tukar-menukar sebagimana yang telah di syariatkan atau 

dengan jalan yang baik yaitu hibah dan sedekah. Adapaun dengan 

mengambilnya dengan jalan judi termasuk memakan harata orang lain 

dengan cara yang batil. 
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2. Perjudian menimbulkan permusuhan dan pertentangan di antara pemain-

pemain itu sendiri, bagaimanapun selalu ada pihak yang menang dan ada 

yang kalah; yang di rampas dan merapmas; yang kalah meskipun dia diam 

namun diamnya penuh kebencian dan rasa dongkol, dia marah karena 

angan-angannya tidak dapat tercapai.  

3. Kerugian itu mendorong pihak yang kalah untuk mengulanginya lag, 

barangkali dengan ulangan yang kedua tersebut dia dapat menang dan 

dapat menutupi kerugian yang pertama. Kemenangan yang sedikit itu 

mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali tidak ada kengininan 

untuk berhenti. 

4. Hobi atau suka bermain judi merupakan bahaya yang dapat mengancam 

masyarakat dan pribadi. Hobi ini merusak waktu dan aktivitas hidup dan 

menyebabkan pemain-pemainya menjadi manusia yang tamak. Mereka 

mau mengambil hak milik orang lain, namun tidak mau memberi. 

5. Bermain judi menjadikan pemain judi sibuk dengan permainanya sehingga 

lupa akan kewajibanya kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga dan umatnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 303 BIS KUHP 

TENTANG PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM 

 

A. Analisis Terhadap Fenomena Penegakan Hukum Tentang Perjudian  

 Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat di pungkiri yang 

ditemukan di dalam masyarakat. Seiring dengan berkembngnya zaman, 

perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk, 

berjudi secara umum di pandang sebagai sebuah kejahatan, hal ini di atur di 

dalam UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang sekarang telah 

di ubah menjadi ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 303 KUHP 

kemudian diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 

UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk 



 

 

dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat 

hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian.  

 Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat 

bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di 

dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya “Hai orang-orang yang 

beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) 

berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan”.
45

Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran 

mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali 

dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. 

 Dalam hal ini sudah menjadi kewajiban penegak hukum untuk dapat 

mengatasinya dan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan apa yang 

telah di lakukanya, agar pelaku kejahatan tersebut jera dan tidak mengulangi 

kesalahan tersebut. Namun dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali 

penerapan hukum tidak efektifsehingga wacana ini menjadi perbincangan 

menarik untuk di bahas dalam perspektifefektifitas hukum. Artinya benarkah 

hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkahsesungguhnya yang 

berperan untuk mengefektifkan hukum tersebut. Sebenarnya pada hakikatnya 

persoalan efektifitas hukummempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

persoalanpenerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat 

demi tercapainyatujuan hukum. 
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 Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadipertentangan antara kepastianhukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsikeadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukummerupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 

sesuai dengan undang-undang.Dengan demikian, tidak berarti setiap 

permasalahan sosial hanya dapat diselesaikandengan hukum yang tertulis, 

karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undanganyang dapat mengatur 

seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap wargamasyarakat 

yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan 

peraturandengan fasilitas yang mendukungnya. 

 Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 

KUHPyang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya 

saja, yaitu 7tahun penjara, kemudian dalam contoh lain yaitu dalam penegakan 

hukum kasus pidana perjudian, ada dua pasal yang di pakai yaitu yang 

pertama di dalam pasal 303 KUHP atau yang sering di sebut juga dengan 

KUHP murni, di dalam pasal ini hukuman yang di berikan untuk seorang 

pemain judi adalah 10 tahun penjara. Yang kedua, pasal yang di gunakan 

adalah pasal 303 Bis, dimana di dalam pasal ini hukuman pidana bagi orang 

yang melakukan perjudian adalah 4 tahun penjara. 

 Pada praktiknya di lapangan banyak sekali kasus perjudian yang awalnya 

diberikan sanksi hukum dengan hukuman pidana berdasarkan pada pasal 303 

KUHP murni yang sanksinya adalah 10 tahun penjara, namun pada saat 

jalanya perkara tersebut berubah menjadi pasal 303 Bis yang sanksinya lebih 



 

 

rendah yaitu 4 tahun penjara, hal ini berdasarkan dengan kasus-kasus 

perjudian yang salah satu contohnya yaitu perjudian yang di lakukan di hotel 

sultan, yang isinya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan 

mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan 

mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung 

berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.
46

 

 Sehingga dalam hal ini hakim dapat menentukan berat ringannya hukuman 

dimana iadapat bergerak dalam batasan-batasan minimum sampai dengan 

maksimal hukuman.Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim 

dalam menjatuhkan pidanaterhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau 

terlalu mencolok perbedaan antaratuntutan dengan pemidanaan yang 

dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambatdalam penegakan hukum 

tersebut. Dalam arti lain jika dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman 

pidana terhadap pelaku kejahatan dengan hukuman pidana yang ringan, maka 

yang akan terjadi pelaku kejahatan tersebut akan mengulangi kesalahan atau 

kejahatan tersebut. Maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan di berikanya 

sanksi yaitu Deterrenceyang artinya adalah menjera atau mencegah sehingga 

baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi 

penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang 

di jatuhkan kepda terdakwa. 

B. Analisis Penegakan Hukum KUHP Terhadap Sanksi Perjudian  
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 Dalam  penegakan hukum perjudian sudah jelasdi atur di dalam pasal 303 

KUHP yang bunyinya: 

 Pada pasal 303 KUHP yang dimaksud perjudian yaitu, 
47

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 

dendapaling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 

 mendapat izin:  

a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 

b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 

sesuatu tata-cara; 

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. 

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalankan 

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian 

itu. 

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada 

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan 

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ 

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
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permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut 

berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 

Pasal 303 Bis 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak sepuluh juta rupiah:  

a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan 

dengan melanggar ketentuan 

b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir 

jalan umum atau di tempat yangdapat dikunjungi umum, kecuali 

kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi 

izin untuk mengadakan perjudian itu. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 

pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, 

dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak lima belas juta rupiah. 

 Dari uraian di atas sudah terdapat sanksi dan peraturan yang jelas 

bagi pelaku perjudian, namun di dalam kenyataan atau fenomena yang 

terjadi masih banyak orang yang melakukan perjudian, padahal sudah jelas 

di tuliskan bahwa berjudi merupakan salah satu perbuatan yang melanggar 

hukum dan bagi pelakunya akan di berikan sanksi. Dalam salah satu tujuan 

penegakan hukum sudah jelas bahwa di berikanya sanksi bagi pelaku 

kejahatan agar pelaku tersebut jera dan tidak mengulanginya kembali.  



 

 

 Yang menjadi hal menarik untuk dibahas adalah di dalam KUHP 

terdapat dua pasal tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303bis, 

dimana dua pasal ini mempunya sanksi yang berbeda, jika di dalam pasal 

303 pelaku perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh 

tahun atau pidana dendapaling banyak dua puluh lima juta rupiah, berbeda 

dengan pasal 303bis yang hanya diancam dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. 

 Seperti contoh kasus perdebatan tentang sanksi perjudian yang di 

lakukan di hotel sultan antara polisi dan kejaksaan yang isi perebatanya 

adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan mengubah pasal 

yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, dengan mengganti 

pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, Kejaksaan Agung 

berpendapat bahwa pasal itu sama saja”. 
48

 

 Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan jika kejaksaan dalam 

menjatuhkan pidanaterhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan. Hal ini 

merupakan suatu penghambatdalam penegakan hukum tersebut. Dalam 

arti lain jika dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap 

pelaku kejahatan dengan hukuman pidana yang ringan, maka yang akan 

terjadi pelaku kejahatan tersebut akan mengulangi kesalahan atau 

kejahatan tersebut. Maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan di berikanya 

sanksi yaitu Deterrenceyang artinya adalah menjera atau mencegah 

sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang 
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potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan 

kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa. 

C. Analisis Dampak Dalam Penerapan Pasal 303 Bis Prespektif Hukum 

Islam 

 Seperti yang sudah di jelaskan di dalam pasal 303Bis bahwa sanksi pidana 

di dalam pasal ini paling lama empat tahun penjara dan pidana denda paling 

banyak sepuluh juta rupiah, hal ini sangat berbeda dalam penerapan pasal 303 

murni yang sangksi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda 

sebanyak dua puluh lima juta rupiah. Dapat di lihat bahwa sanksi di dalam 

pasal 303Bis cukup ringan bila di bandingkan dengan pasal 303 murni, yang 

menjadi permasalahanya adalah apakah dengan di terapkanya pasal 303Bis 

yang sanksiya lebih ringan dari pasal 303 murni dapat membuat si pelaku judi 

tersebut jera atau sebaliknya si pelaku akan mengulangi kesalahnya tersebut.  

 Dalam pasal 303Bis inilah yang sering di salah gunakan di dalam 

penegakan hukum, contohnya adalah di dalam BP / 10 / I / 2017 / RESKRIM 

dalam berkas perkara ini atas pada awalnya si pelaku di jerat dengan pidana 

pasal 303 murni namun dengan jalanya berkas perkara pasal tersebut berubah 

menjadi pasal 303Bis. Jadi dampak dalam penerapan pasal 303Bis masih 

kurang efektif bagi para pelaku perjudian karena sanksinya yang ringan jika di 

bandingkan dengan pasal 303 murni. Karena kembali lagi dengan tujuan 

penegakan hukum yaitu Deterrenceyang artinya adalah menjera atau 

mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang 



 

 

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, 

melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa. 

 Jika ditinjau dalam prespektif hukum islam penerapan pasal 303Bis belum 

efektif  di dalam menjerat tersangka kasus perjudian. Karena pasal 303Bis 

sering di salah gunakan oleh para penegak hukum di dalam menjerat tersangka 

perjudian karena hukumanya yang ringan. Hal ini berbeda dengan sanksi 

perjudian di dalam islam, jika di dalam islam sanksi perjudian di namakan 

dengan ta‟zir, penerapan sanksi ini merupakan wewenang seorang hakim 

sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum muslimin.  

 Sanksi bagi pelaku perjudian di dalam islam  belum di atur karena Allah 

SWT hanya menjelaskan tentang di haramkanya perjudian tersebut di dalam 

Al-Quran dan tidak menjelaskan tentang sanksinya, maka dari pada itu 

hakimlah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mentukan 

sanksinya sesuai dengan unsur-unsur judi yang telah di lakukanya. Pemberian 

sanksi ini bertujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kesalahanya 

kembali. 

D. AnalisisHikmah Dalam Penerapan Pasal 303Bis 

 Ada beberapa hikmah di dalam penerapan pasal 303Bis yaitu: 

1. Merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat 

di sekitarnya, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai 

individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera 

atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan 

kepda terdakwa. 



 

 

2. Memberikan keringanan sanksi terhadap seseorang yang tidak sengaja 

bermain judi, contohnya bermain judi di temapat hajatan dengan tujuan 

untuk lek-lekan, karena di dalam hal ini tidak terdapat unsur di jadikanya 

sebagai mata pencaharian, melainkan hanya untuk hiburan semata. 

 

 

 

E. Analisis Penegakan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perjudian  

Di dalam hukum islam belum ada suatu sanksi yang jelas di dalam 

membahas sanksi dalam masalah perjudian, karena Allah SWT tidak 

mejelaskanya di dalam Al-Quran namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah 

SWT sangat mengharamkan judi, karena sungguh judi merupakan suatu 

perbuatan yang keji. Setelah menjelaskan alasan diharamkanya berjudi, 

selanjutnya Allah SWT menguatkan pengharaman itu di dalam surah Al-

Maidah ayat 219: 

يسَْألَىُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قلُْ فيِهِمَا إثِمٌْ كَبيِرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإثِمُْهُمَا أكَْبرَُ مِنْ 

ُ لَُ مُ ااْياَاِ لَ لََُّ مْ  َ َ َ َّرُووَ  لِكَ يبُيَِّنُ  َّ
 نَْ ِ هِمَا ۗ  وَيسَْألَىُنكََ مَاااَ ينُِْ  ىُوَ قلُِ الْ َْ ىَ ۗ  كَ َ 

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." 

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 

"Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir. 



 

 

Ayat di atas menjelaskankepada seluruh umat manusia bahwa terdapat 

dosa yang sangat besar di dalam bermain judi, meski ayat di atas menerangkan 

pula bahawa ada beberapa manfaatnya antara lain, yaitu mendapatkan uang 

dengan cara yang mudah bagi seseorang yang memenangkan perjudian 

tersebut. 

Namun dibalik itu semua judi juga mempunya dampak negatif yang 

sangat banyak inilah yang mnjadi alasan mengapa maisir sangat dilarang 

dalam Islam: 

1. Secara ekonomis,maisirdapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang 

terjadiseseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru 

kekalahan. 

2. Secara psikologis sebagaimana kata Al-Qur‟an, perjudian bisa 

menumbuhkan sikappenasaran dan permusushan, dan sikap ria, takabur, 

sombong pada pihak yangmenang. Sedangkan pada pihak yang kalah 

dapat mengakibatkan stres, depresi,bahkan menyebabkan bunuh diri. 

3. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi 

kekeluargaanyang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga 

menyebabkan konfliksosialseperti perceraian, pertengkaranbahkan bisa 

mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya. 

 

1. Sanksi Ta‟zir bagi pelaku perjudian 

 Sanksi dalam hukum islam disebut dengan (uqubah). Menurut A. 

Djazuli menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah 

bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan 



 

 

menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai 

petunjuk bagi manusia.  Sanksi terbagi menjadi tiga antara lain sanksi 

tindak pidana hudud, sanksi tindak pidana qishash-diyat dan sanksi tindak 

pidana Ta‟zir. Sanksi Judi (al-maisir) dalam hukum Islam berupa Ta‟zir.  

 Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta‟zir 

diartikan mencegah dan menolak  (والردالمع) karena ia dapat mencegah 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta‟zir 

diartikan mendidik (ال أ يب), karena ta‟zir dimaksudkan untuk mendidik dan 

memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan jarimahnya. kemudian 

meninggalkan dan menghentikannya. 

Dalam hal ini sanksi bagi pelaku perjudian di dalam islam belum di 

ataur karena Allah SWT hanya menjelaskantentang di haramkanya 

perjudian tersebut di dalam Al-Quran dan tidak menjelaskan tentang 

sanksinya. Penerapan hukum ta‟zir merupakan wewenang seorang hakim 

sebab ia memiliki kekuasaan yang bersifat universal terhadap kaum 

muslimin.  

Hukuman takzir berlaku untuk semua orang, setiap orang yang 

sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun 

perempuan, dewasa maupun anak-anak; di hukumi takzir sebagai sanksi 

agar tidak mengulangi perbuatanya kembali sebagai pendidikan darinya 

agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Pihak yang boleh memberikan 

hukuman takzir adalah penguasa atau hakim kecuali: 

a. Ayah 



 

 

Seorang ayah boleh memberikan hukuman ta‟zir kepada 

anaknya yang masih kecil untuk mendidik dan mencegahnya dari 

akhlak tercela. Secara umum seorang ibu pun bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anak-anaknya, seperti memerintahkan 

mengerjakan shalat dan memukulnya jika tidak mau. 

b. Majikan  

Seorang majikan boleh memberikan ta‟zir kepada budaknya 

demi hak pribadinya, terutama untuk menunaikan hak Allah.  

c. Suami  

Seorang suami boleh memberikan ta‟zir kepada istrinya yang 

melakukan nusyuz (durhaka), sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur‟an. 

Yang menjadi pertanyaan, apakah ia boleh memukul istrinya karena 

meninggalkan shalat dan sejenisnya? Yang jelas suami boleh memukul 

istri apabila peringatan tidak bisa membuatnya jera sebab demikian itu 

termausk untuk mencegah kemungkaran.  Suami termasuk orang yang 

diberi tanggung jawab untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, 

lisan, maupun hatinya.
49

 

 Menurut Imam Al-Syafi‟I dan Abu Hanifah, memberikan hukuman 

takzir oleh selain penguasa atau hakim harus terkait oleh jaminan 

keslamatan karena mendidik dan member peringatan tidak boleh sama 

dengan apa yang di lakukan oleh penguasa atau hakim yang memang 

di tugaskan oleh syariat. Dalam hadis yang di riwayatkan dari Abu 
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Hurairah r.a bahwa Rassulullah SAW bersabda yang artinya: Dari  

Abu Hurairah r.a bahwa Rassulullah SAW bersabda,”seseungguhnya 

imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari 

belakang musuh-musuh di perangi. Jika imam memerintah dengan 

takwa kepada Allah SWT dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika 

ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari 

pemerintahanya.”(HR. Muslim dalam kitab “Al-Imarah”)
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 Dalam islam seseorang yang bermain judi akan di berikan sanksi 

berupa takzir, jika kita melihat hukum yang sudah berlaku sesuai 

dengan Syari‟at islam pemberian sanksiseperti ini sudah berlaku di 

aceh yaitu terdapat di dalam Sanksi perjudian QanunProvinsi 

Nanggroe Aceh DarussalamNomor 13 Tahun 2003 

TentangMaisiradalah sebagai berikut:Setiap orang yang melakukan 

perbuatanmaisir, diancam dengan„uqubatcambuk di depan umum 

paling banyak 12 kali danpaling sedikit6kali.Setiap orang atau badan 

hukum atau badanusaha non instansi Pemerintah 

yangmenyelenggarakan danmemberikan fasilitas kepada orang yang 

akanmelakukanperbuatanmaisirdiancam dengan „uqubat 

atau denda paling banyakRp.35.000.000.(tiga puluh Lima juta rupiah), 

paling sedikit Rp15.000.000.(Lima belas juta rupiah). 
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 Sanksi takzir di berikan agar pelaku tersebut tidak mengulangi 

kesalahanya kembali, karena hal ini sessuai dengan tujuan terhadap sanksi 

takzir yaitu:
51

 

1. Preventif; yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah. 

2. Represif; membuat pelaku tersebut jera sehingga pelaku tersebut tidaak 

mengulangi kesalahanya kembali. 

3. Kuartif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku. 

4. Edukatif; memberikan mengajaran dan pendidikan sehingga 

diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku kejahatan mejadi 

lebih baik.  

 Jika di analisis penegakan hukum pasal 303 bis KUHP berdasrkan 

dengan hukum islam maka keduanya tentu berbeda apalagi sanksi di 

dalam pasal 303bis lebih ringan dari sanksi di dalam pasal 303 KUHP 

murni yaitu empat tahun penjara. Disini lah terkadang yang menjadi 

perdebatan di dalam memberikan sanksi seperti contoh kasusu 

perjudian yang pada praktiknya di lapangan banyak sekali kasus 

perjudian yang awalnya diberikan sanksi hukum dengan hukuman 

pidana berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya 

adalah 10 tahun penjara, namun pada saat jalanya perkara tersebut 

berubah menjadi pasal 303 Bis yang sanksinya lebih rendah yaitu 4 

tahun penjara, hal ini berdasarkan dengan kasus-kasus perjudian yang 

salah satu contohnya yaitu perjudian yang di lakukan di hotel sultan, 
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yang isinya adalah “Kepolisian RI (Polri) keberatan jika Kejaksaan 

mengubah pasal yang menjerat kasus di hotel sultan menjadi ringan, 

dengan mengganti pasal 303 KUHP menjadi pasal 303 Bis. Namun, 

Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pasal itu sama saja”.   

 Dalam arti lain pada awalnya tersangka dijatuhi hukuman 

berdasarkan berdasarkan pada pasal 303 KUHP murni yang sanksinya 

adalah 10 tahun penjara, dan pasal 303 Bis yang sanksinya yaitu 4 

tahun penjara.Diringankanya sebuah sanksi terebut apakah dapat 

membuat efek jera bagi tersangka, dan apakah sebaliknya dengan di 

ringankan sanksi tersebut justru akan membuat tersangka mengulangi 

perbuatanya kembali.  

 Sanksi pidana Islamberfungsisebagaizawajir(pencegah) 

danjawabir(penebus). Keberadaan sanksi sebagai zawajirkarena 

mampu mencegahmanusia dari perbuatan dosa dantindak pelanggaran. 

Keberadaan sanksisebagai jawabirkarena dapat menebussanksi akhirat. 

Sanksi akhirat bagiseorang muslim berkurang atau guguroleh sanksi 

yang dijatuhkan olehnegara di dunia.Penjatuhan sanksidiyakini dapat 

menggugurkan ataumengurangi siksaan di akhirat.Pemberian sanksi 

bertujuan untukmemperbaiki pelaku tindak pidanasebagai wujud 

konkrit dari suatupertobatan.Salah satu tujuan daripenjatuhan 

pemidanaan adalahmendidik pelaku kejahatan agarmenjadi orang baik 

dan menyadarikesalahannya. Perhatian syariat Islamterhadap pelaku 

dengan penjatuhansanksi diharapkan timbul dalam diripelaku bentuk 



 

 

kesadaran bahwa pelakumenjauhi kejahatan bukan karena takutdengan 

sanksi, melainkan karenakesadaran diri dan kebenciannyaterhadap 

jarimah serta dengan harapanmendapat rida dari Allah swt.Kesadaran 

tersebut merupakan alatyang ampuh untuk memberantaskejahatan.
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 Dasar filosofis Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan 

hukum dasar UUD 1945 yang melandasi Negara Indonesia sebagai 

Negara berketuhanan. Sanksi hukum Islam memungkinkan menjadi 

bagian pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Hak Allah 

swt inilah yang menjadi nilai ilahiyah yang dimaksudkan dalam dasar 

Negara Republik Indonesia 

 Kondisi ini menunjukkanbahwa dalam pemberlakuanpenegakan 

hukum dalam kejahatan danpelanggarandi Indonesia 

belummemberikan solusi tentang nilai-nilaiagama yang terdapat dalam 

hukumnya. Masyarakat tidakmemiliki kesadaran terhadap 

perilakukejahatan dan pelanggran yangdiperbuat. Untuk itu, nilai 

ilahiyahbertujuan mengembangkan danmembentuk pribadi pelaku 

danmasyarakat luas dengan kerangkanormatif agama. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Bedasarkan hasil analisis yang berhasil di himpun oleh peneliti maka dapat 

di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

 Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perjudian dikenakan hukuman 

ta‟zir. Tindak pidana ta‟zir dalam hukum Islam adalah hukuman atas tindak 

pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara‟ tetapi sepenuhnya 

diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri). Tujuan hukum islam 

dalam memberikan hukuman ta‟zir ialah untuk memberikan pencegahan agar 

orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku tersebut jera 

sehingga pelaku tersebut tidaak mengulangi kesalahanya kembali, 

memperbaiki sikap bagi pelaku, dan memberikan pendidikan sehingga 

diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku kejahatan mejadi lebih baik.  

 Jika menurut hukum positif di Indonesia pelaku tindak pidana perjudian di 

berikan sanksi pidana bedasarkan pasal 303 dan pasal 303bis KUHP yaitu 

sangksi pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebanyak dua puluh 

lima juta rupiah, dan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebanyak 

sepuluh juta rupiah. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk, memperbaiki atau 

merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di 



 

 

sekitarnya, mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan terasingnya 

pelanggar hukum dari masyarakat berati masyarakat akan menjadi lebih aman, 

pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, dan 

menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun 

orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk 

melakukan kejahatan, melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa. 

 Dampak dari penerapan sanksi pasal 303Bis, masih belum terasa bagi 

pelaku kejahatan perjuidan yang di jera menggunakan pasal 303Bis, buktinya 

masih banyak para pelaku yang tidak jera dengan sanksi tersebut, selain itu 

juga penerapan pasal 303Bis belum bisa efektif di dalam menjerat pelaku 

kehatan perjudian, di balik itu juga masih banyak penegak-penegak hukum 

yang menyalah gunakan pasal 303Bis karena sanksi di dalam pasal ini lebih 

ringan di bandingkan dengan pasal 303 murni. 

 Hikmah dari penerapan pasal 303Bis dapat merehabilitasi penjahat 

menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya, menjera atau 

mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang 

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, 

melihat pidana yang di jatuhkan kepda terdakwa.Memberikan keringanan 

sanksi terhadap seseorang yang tidak sengaja bermain judi, contohnya 

bermain judi di temapat hajatan dengan tujuan untuk lek-lekan, karena di 

dalam hal ini tidak terdapat unsur di jadikanya sebagai mata pencaharian, 

melainkan untuk hiburan semata. 

 



 

 

 

 

B. Saran-Saran 

 Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis 

menyarankankepada aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan 

upayapenanggulangan terhadap tindakpidana perjudian tersebut maka: 

1. Perlunya pembinaan tentang kesadaranhukum dikalangan masyarakat 

danpemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan 

masyarkatyang taat akan hukum yang berlaku. 

2. Untuk para penegak hukum diharapkanlebih objektif dalam 

menyelesaikasuatu tindak pidana, dan lebihkhusus kepada para Hakim dan 

aparat Kepolisian dalammenjatuhkan suatu pidana harus lebih 

mempertimbangkan lagi pemidanaan apayang cocok untuk diri pelaku, 

agar suatu pemidanaan sejalan dengantujuan pemidanaan sebagai 

pendidikan agar pelaku tersebut jera terhadap hukuman yang sudah di 

berikan kepadanya, sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi 

perbuatanya kembali. 

3. Pada dasarnya masalah tindak pidana perjudian merupakan 

suatupermasalahan yang cukup rumit untuk diambil solusinya. Kita tidak 

bisamenganggap enteng suatu persoalan yang biasa-biasa saja, karena 

padaprakteknya membutuhkan suatu penanganan yang sangat serius 

terutamayang dilakukan oleh aparat dan praktisi hukum dalam 



 

 

memberikanpenyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat 

luas tentang bahaya perjudian.  
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